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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Ketentuan Posita serta Petitum dalam Perkara 

N0.44/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL; adalah sebagai berikut: Posita, Untuk 

ketentuan  posita pihak penguggat mengajukan perbuatan melawan hukum 

ke pihak tergugat, karena pihak tergugat tidak dapat merealisasikan sesuai 

dengan ketentuan perjanjian jual beli sebagaimana yang terurai didalam akta 

notaris. Sedangkan, Isi petitum yang diajukan oleh penggugat harus 

sesuai dengan fakta hukum, dan tidak boleh ada tuntutan yang tidak 

dapat ditemukan dalilnya dalam fakta hukum. Petitum atau permintaan 

adalah apa yang penggugat ajukan atau harapkan agar hakim putuskan. Oleh 

karena itu, permintaan tersebut akan dijawab di dalam bagian kesimpulan 

atau keputusan. Oleh karena itu, tuntutan pemohon harus jelas dan pasti (een 

duidelijke en bepaalde conclusive). Pasal 94 Rv menentukan bahwa apabila 

Pasal 8 Rv tidak diikuti maka akibatnya gugatan batal, bukan tidak dapat 

diterima. Akan tetapi Putusan MA Tanggal 16 Desember 1970 berpendapat 

bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak 

diterimanya tuntutan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah Agung 

menerima pernyataan yang tidak jelas dan tidak sempurna. 

2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan  

N0.44/PDT.G/2014/PN.JKT,SEL yaitu: Dasar pertimbangan hakim 

berdasarkan fakta fakta yang terungkap di depan persidangan dan terbukti 
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bahwa pihak pengugat tidak dapat melaksanaakan kewajibannya 

sebagaimana yang telah disepakati oleh pihak penguggat sehingga majelis 

hakim mengabulkan gugatan dari tergugat sebagian dan menghukum 

tergugat untuk membayar dan mengganti kerugian. 

B.SARAN-SARAN 

1. Seyogyanya sebelum terjadi transaksi jual beli dan pembayaran pihak 

notaris jangan terlebih dahulu menyerahkan bukti hak milik kepada calon 

pembeli karena itu nanti bisa disalahgunakan oleh pembeli 

Agar dibuatkan sebuah tenggang waktu secara rinci sehingga bisa jadi 

pedoman atau patokan anatara pihak pengguat atau tergugat dan itu harus 

dinyatakan secara tegas di dalam akta notaris, karena didalam perjanjian 

sebelumnya tidak ada ketentuan tenggang waktu yang jelas, karena itu juga 

bagian dari salah satu syarat sahnya suatu perjanjian, itulah kelemahan akta 

notaris itu sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk memastikan kedudukan 

dari kedua belah pihak karena ‘mengambang’. Supaya ke depannya tidak 

melakukan hal yang sama lagi 
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